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ABSTRAK 

Skripsi berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN TERKAIT 

LARANGAN RANGKAP JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA 

BADAN USAHA MILIK NEGARA” secara umum bertujuan mengetahui 

bagaimana pengaturan terkait larangan Aparatur Sipil Negara yang merangkap 

jabatan pada Badan Usaha Milik Negara dan untuk mengetahui bagaimana 

pengawasan pelaksanaan pengaturan terkait Aparatur Sipil Negara yang 

merangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara. 

Skripsi ini mengambil metode penelitian hukum yuridis-normatif dan 

spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan studi pustaka terkait bahan hukum yang berfokus 

pada penelitian. Sumber data yang digunakan peneliti berupa data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan penulis berupa bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukan bahwa Pengaturan terkait 

larangan Aparatur Sipil Negara yang merangkap jabatan pada Badan Usaha Milik 

Negara secara tegas melarang ASN merangkap jabatan pada BUMN. Namun, di 

ranah implementasinya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 

yang memperbolehkan adanya rangkap jabatan pada BUMN masih dilaksanakan 

meskipun sudah dicabut. Pengawasan pelaksanaan pengaturan terkait ASN yang 

merangkap jabatan pada BUMN dilakukan oleh Ombudsman dan Komisi 

Aparatur Sipil Negara. Pengawasan pelaksana pengaturan yang dilakukan 

berdasarkan peraturan perundang – undangan dan Asas – Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AAUPB). 

 

Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Aparatur Sipil Negara, Badan Usaha Milik Negara 
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ABSTRACT 

The thesis entitled "JURIDICAL REVIEW OF REGULATIONS RELATED 

TO THE PROHIBITION OF CONCURRENT POSITIONS OF STATE CIVIL 

SERVANTS IN STATE-OWNED ENTERPRISES" in general aims to find out how 

regulations are related to the prohibition of state civil servants who concurrently 

hold positions in state-owned enterprises and to find out how to supervise the 

implementation of regulations related to state civil apparatus who concurrently 

hold positions in state-owned enterprises. 

This thesis takes juridical-normative legal research methods and 

analytical descriptive research regulations. The data collection method in this 

study uses literature studies related to legal materials that focus on research. The 

data source used by the researcher is in the form of secondary data. The 

secondary data used by the author is in the form of primary legal materials and 

secondary legal materials. 

Based on the results of the study, it can be shown that the regulation 

related to the prohibition of State Civil Apparatus who concurrently holds 

positions in State-Owned Enterprises expressly prohibits ASN from concurrently 

holding positions in SOEs. However, in the realm of implementation, the 

Regulation of the Minister of SOEs Number PER-10/MBU/10/2020 which allows 

the existence of dual positions in SOEs is still implemented even though it has 

been revoked. Supervision of the implementation of regulations related to ASN 

who concurrently hold positions in SOEs is carried out by the Ombudsman and 

the State Civil Apparatus Commission. Supervision of the implementation of 

regulations is carried out based on laws and regulations and the General 

Principles of Good Governance (AAUPB). 

Keywords: Dual Positions, State Civil Apparatus, State-Owned Enterprises 
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